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r Jenderal Kementerian Kesehatan RI

butir dari Nawa Cita adalah “‘membuat pemerintah tidak absen

agun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
Guna mewujudkan hal itu, pemerintah melalui Kementerian
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan
PAN & RB tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Instansi Pemerintah.

ini selanjutnya menjadi acuan bagi pejabat di lingkungan
, tak terkecuali Kementerian Kesehatan. Melalui peraturan
manasaran utama, pertama, peningkatan kapasitas dan
. kedua, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan

pelayanan publik,

agar menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan
Jlainnya dalam membangun Zona In‘=gritas (Z1) Menuju
upsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih i/elayani (WBBM).
agar ada keseragaman pemahariian dan tindakan
Integritas menuju 'WBK/WBBM.

tentu menyambut baik dengan ikul serta melakukan
unit utama dan satker di lingkungan Kementerian
adalah melakukan penerapan program
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
nguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
g bersifat konkrit.

salah satu hasil yang bisa dirasakan adalah,
salah satu satuan kerja unit pelayananya,
g ditetapkan oleh Kementerian PAN & REB
er 2014 dan selanjutnya setahun berikutnya

untuk mewujudkan semangat itu
Inspektur Jenderal
Kementerian Ki atan

di, Apt, MM, ME

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Rl

Dalam rangka percepatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi
(PPK) seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(Stranas PPK) serta dalam menjalankan amanat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian/Lembaga, maka perlu dilakukan berbagai upaya dan
langkah-langkah strategis di bidang pencegahan korupsi. Langkah tersebut
diantaranya dengan pembentukan satuan kerja yang dapat membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani.

Langkah ini sejalan dengan tugas Inspektorat Jenderal dalam menjalankan
tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern. Tugas ini merupakan bagian
dari fungsi manajemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang good govermance dan clean government.

Berbagai langkah yang digariskan seperti Pencanangan dan kesiapan
Pembangunan Zona Integritas dari pimpinan di Kementerian Kesehatan termasuk
didalamnya menandatangani Pakta Integritas secara massal/serentak pada saat
pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi
kepegawaian horizontal atau vertikal telah dilakukan.

Tidak hanya itu, pencanangan itu pun dilaksanakan secara terbuka dan
dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat
memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan
reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan langkahini, dihasilkan, diantaranya
Penataan Sistem Manajemen SDM dengan Penguatan pada Akuntabilitas
Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Buku ini adalah bagian dari upaya Itjen Kemenkes untuk memberikan pedoman
yang seragam dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selamat membaca, mempelajari dan mempraktekkan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan

drg. s Munnué M.Kes.
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_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Nomor 3874});

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

_ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara
cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang
dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN,

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
organisasi, pemerintah yang bersili dan bebas KKN, serta peningkatan
pelayanan publik. Dalam rengka mengakselerasi pencapaian sasaran
‘basil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot
Pproject pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan
pencrapan pada vinit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret
m program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang
perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas
dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, scrta (2 Penyederhanaan
pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.
Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Maksud Dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen
untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik;

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitas kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBEM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan publik;

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
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7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh
masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat
pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBEM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut
pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.
Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan
program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik vang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah
menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan
unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah
ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis
dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang
cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi
yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas
dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan
identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja
berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah
melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan onit kerja
kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit keria
berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan
penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Intemal (TPl Setelah
melakukan penilaian, TPl melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang
unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayegunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju
WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai
Zona Integritas Menuju WBK/WBEM, malka langkah selanjutnya adalah
penetapan,

Setelah unit ...

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah
menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua
jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu
komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar
yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator
pembangun komponen.
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Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Peniguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit
yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan vang bersih
dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit
dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang
mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upava yang
berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen ...

15 s






























ke SRF TN 34

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pemban
WEK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui
pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian

gunan Zona Integritas dan kinerja

efelctivitas
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi

yvang diperoleh langsung di lapangan.

Pelaporan
1. Pelaporan oleh Instansi Pemerintah
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan kepada
Menteri mengenai:
a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona
Integritas pada instansi pemerintah yang bersangkutan;
b. telah ditetapkannya unit kerja yang berpredikat WBK; dan
hal-hal lain vang terkait dengan proses pembangunan Zona
Integritas.

2. Pelaporan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai
perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan Zona
Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada
setiap akhir tahun dan sewakiu-waktu apabila diperlukan.
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BAB IV ...

b

BAB VI

PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBEM merupakan outcome dari
upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam
lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM cecara bertahap sejalan dengan
konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian
dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu
diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka
memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya
pencegzihan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan
ko prehensit

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di
dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan
lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan
predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat
diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach

dalam pemberantasan korupsi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014
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